BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka dapat
diambil beberapa simpulan dan saran penulis atas analisis hukum tentang tinjauan
hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur
tanpa sepengetahuan kreditur dalam perjanjian fidusia (Studi Putusan Pengadilan

Negeri Kisaran Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Kis), yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum vyang diperoleh kreditur dalam hal debitur yang
mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat
dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana. Pengalihan objek
jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan
melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365
KUHPerdata dimana debitur bertanggung jawab untuk mengganti
kerugian berupa pemulihan seperti keadaan semula akibat dari
perbuatannya yang merugikan orang lain. Sedangkan tanggung jawab
pidana atas pengalihan tersebut dipidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
hal ini diatur dalam Bab VI, ketentuan Pidana dalam UUJF pada pasal

36 yang menyebutkan: “Debitur yang mengalihkan,
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menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan
Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda

paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

. Pernyelesaian sengketa debitur mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa
sepengetaahuan kreditur Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor
05/Pdt.G/2013/PN.Kis,  memunculkan  Pertimbangan  hakim  yang
didasarkan bahwa perbuatan debitur yang mengalihkan objek jaminan
fidusia tanpa persetujuan kreditur dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Kis telah memenuhi unsur-unsur
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365
KUHPerdata, serta perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal
23 UUJF, menimbulkan kerugian bagi kreditur, perbuatan itu dilakukan
dengan kesalahan yaitu mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa

persetujuan kreditur.
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B. Saran
1. Mengenai permasalahan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur
kepada pihak ketiga dapat saja dikarenakan ketidaktahuan mengenai
konsep fidusia dimana debitur tidak mengetahui tentang pelarangan
tersebut, diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan suatu
pengaturan khusus dalam hal sistem infromasi terhadap objek jaminan
fidusia secara online, sehingga pihak ketiga dapat melakukan
pengecekan terlebih dahulu terhadap status objek yang akan dibelinya
apakah dibebani jaminan fidusia atau tidak, hal ini dapat meminimalisir
pengalihan suatu barang yang masih dibebani jaminan fidusia.
Hendaknya kreditur memberikan pemahaman hak dan tanggung jawab
kepada debitur sehingga debitur dapat mengetahui mengenai kewajiban-
kewajiban debitur atas objek jaminan fidusia yang dikuasai olehnya
terutama mengenai larangan pengalihan objek kepada pihak ketiga tanpa

persetujuan kreditur.

2. Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada lembaga keuangan
bank maupun non-bank sebagai pihak kreditur serta kepada
masyarakatyang menggunakan fasilitas jaminan fidusia sehingga dapat
mengurangi sengketa-sengketa yang diakibatkan ketidaktahuan hak dan

kewajiban dalam jaminan fidusia.



